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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENGHENTIAN LAYANAN IZIN GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

a.

1

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa di Kabupaten Karanganyar, Layanan lzin Gangguan
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 2012 tentang lzin Gangguan dan
Pengenaan Retribusi Izin Gangguan diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lIzin Gangguan di
Daerah, maka perlu menghentikan Layanan Izin Gangguan
dan menghentikan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di
Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penghentian Layanan lzin Gangguan dan

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar. Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHENTIAN LAYANAN
IZIN GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.
Pasal 1

Menghentikan Layanan lIzin Gangguan dan Pemungutan Retribusi

Izin Gangguan terhitung sejak 1Januari 2018.

Pasal 2
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun
2012 tentang lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.



)

©)

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6), sepanjang
berkaitan dengan Retribusi lzin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang masih
memuat ketentuan lzin Gangguan, maka sepanjang mengenai

Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.
pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KAfMTPATEN KARANGANYAR,

(
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHENTIAN LAYANAN IZIN GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN

UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, maka
perlu menghapus Layanan Izin Gangguan dan menghentikan Pungutan
Retribusi Izin Gangguan di Daerah.

Layanan lzin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang lzin
Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka dari itu untuk menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan lzin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar yang mengatur tentang Layanan lzin Gangguan dan Penghentian
Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana hal tersebut diatas perlu dicabut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penghentian Layanan lzin Gangguan dan Pemungutan Retribusi

Izin Gangguan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.
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